
 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU 

NOMOR 44 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik 

(Good Governance) yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme 

dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, 

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah 

menetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;  

 

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu melakukan 

perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu 

Nomor 31 Tahun 2017; 

 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 1821); 

 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

    SALINAN 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);  

 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);   

 

8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 31). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING 

ULU. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 31), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah dan ditambah 3 (tiga) 

angka baru yakni angka 12, angka 13, dan angka 14, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

            

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  yang dimaksud 

dengan : 

1. Kabupaten  adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 

7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. 

8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. 

9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan 

dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas 

pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian 

informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, 

penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara. 

10. Pejabat wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten adalah 

pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib 

mengisi dan menyampaikan LHKPN. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD. 

12. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, 

dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat 

publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan 

dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas 

pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian 

informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, 

penerimaan dan pengeluaran. 

14. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang 

dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh 

Penyelenggara Negara, Istri/Suami, anak tanggungan atau 

pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama 

Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni     

huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal  2 

 

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri 

atas: 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) dan 

yang disamakan; 

d. Pejabat Administrator (setara Eselon III) yang disamakan; 

e. Kuasa Pengguna Anggaran; 

f. Pejabat Pembuat Komitmen; 

g. Auditor; 

h. Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah 

(P2UPD); 

i. Pimpinan dan Bendahara kegiatan yang mengelola dana 

lebih dari atau sama dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah); dan 

j. Kepala Subbagian Keuangan. 
 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN 

kepada Komisi yakni pada saat:  

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat 

pertama kali menjabat; 

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara; 

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara 

setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau 

d. masih menjabat.  
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(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka 

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 

pengangkatan pertama/berakhirnya 

jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah 

berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara. 

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun 

sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 

tahun laporan. 

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

disampaikan dalam jangka waktu paling lambat      

tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

 

4. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya  

dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

 

Ditetapkan di Baturaja 

pada tanggal, 30 Desember 2021                       

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

 

            ttd 

 

   EDWARD CANDRA 
 
 

 

Diundangkan di Baturaja 

Pada tanggal, 30 Desember 2021                        

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

        OGAN KOMERING ULU,  

 

     ttd 

 

 ACHMAD TARMIZI 

    

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

TAHUN 2021 NOMOR 44    
   Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

    SETDA KABUPATEN OKU, 

                
   YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si 

  PEMBINA TINGKAT I 

       NIP. 196406161999032001 

 


